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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 

rahmat-Nya, Laporan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Kepegawaian 

Negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini 

merupakan salah satu bentuk komitmen BKN upaya mewujudkan sebagai badan publik yang 

bersih (clean government) dan baik (good government) dalam memberikan layanan informasi 

kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya 

reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap BKN. Kami berharap laporan Monev ini 

bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan 

Keterbukaan Informasi Publik di BKN.  

 

Jakarta, 10 Januari 2026 

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik 

Badan Kepegawaian Negara, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang 

Nomr 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Laporan ini memuat gambaran implementasi 

pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama tahun 

2024. Pengolahan data merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2024 

sampai dengan 31 Januari 2024, dimana data ini didapat permohonan informasi yang masuk. 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja 

Sama, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan bimbingan teknis untuk PIS 

PPIS, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup PPID 

Pelaksana Kantor Regional I-XIV. 

Komisi Informasi Pusat setiap tahun mengadakan evaluasi dan monitoring PPID berupa 

pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitalisasi dalam pembangunan. Badan 

Kepegawaian Negara mendapat predikat Kategori Informatif 4 (empat) tahun berturut-turut 

sejak tahun 2022. Adapun Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN naik menjadi 96.71 dari 

indeks tahun lalu sebesar 94.67. Sedangkan tahun 2023 mendapat indeks 90.19. 

Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, diadakan 

setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Pusat yang 

berbeda-beda dan memiliki tantangan tersendiri setiap tahunnya. 

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi pengelola 

PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggung jawab. 

Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan 

Kapasitas PPID ini masih ada PPID Pelaksana yang belum memenuhi dan paham akan adanya 

Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi pada Tahun 2025  ada beberapa kategori informatif diantaranya: 

1. Informatif 

2. Menuju Informatif 

3. Cukup Informatif 

4. Tidak Informatif

 

 



 

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam pelayanan 

informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik 

sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : 

(1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; 

(2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara   

 cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; 

(3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; 

(4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan  

 pelayanan Informasi. 

 

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 

44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk 

umum dapat : 

a) menghambat proses penegakan hukum; 

b) mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan 

    pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 

d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi  

    kerahasiaannya; 

e) merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

f) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; 

g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 

    seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; 

h) mengungkapkan rahasia atau data pribadi; 

i) mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.  

 

Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal 

serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi. 
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A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik; 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID adalah : 

1)    Pemetaan badan publik di dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di 

lingkungan BKN; 

2)    Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap hak akses bagi masyarakat; 

3)    Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dapat 

berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana/PPID Kantor Regional); 

4)    Badan publik dapat mengetahui kategori informasi publik seperti Informasi Berkala,  

Informasi serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang dikecualikan; 

5)    Badan Publik Dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 

A.     Permohonan Informasi Publik 

 

Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan informasi 

pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang langsung ke badan publik) 

2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik 

media elektronik surat email) Permohonan informasi publik ini wajib dibuka oleh badan 

publik diantaranya : 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang wajib diumumkan  secara serta merta; dan/atau 

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

 

Adapun jumlah permohonan informasi telah terangkum dalam Ringkasan Akses yang 

telah dipublikasikan pada website BKN sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 



 

B.     Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan 

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK merupakan daftar 

informasi yang dikecualikan dari informasi publik, yakni informasi yang bersifat terbatas dan 

rahasia sehingga tidak dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan informasi. 

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan akan 

berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus 

menghindari potensi sengketa informasi, semisal permohonan informasi publik yang ternyata 

terbatas dan rahasia, namun tidak dicantumkan dalam DIK, PPID Pelaksana wajib menyusun 

DIP dan DIK, membahas kriteria informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala, informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan informasi yang 

dikecualikan. 

Daftar Informasi Publik (DIP) BKN telah ditetapkan dalam. Sedangkan  Daftar Informasi 

Dikecualikan (DIK) telah ditetapkan dalam: 

1. Penetapan PPID Nomor 1 Tahun 2022 

2. Penetapan PPID Nomor 2 Tahun 2022 

3. Penetapan PPID Nomor 3 Tahun 2022 

4. Penetapan PPID Nomor 4 Tahun 2022 

DIP dan DIK telah dipublikasikan pada menu PPID website BKN. Adapun contoh DIP 

sebagai berikut: 

Contoh DIK yang dipublikasikan pada website: 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.     Publikasi Program dan Kegiatan BKN 

 

Dalam salah satu tugasnya, PPID harus memastikan publikasi mengenai program dan 

kegiatan BKN agar diketahui oleh publik. Tidak itu saja, PPID juga mempublikasikan Profil 

Pimpinan Tinggi serta Rencana Kerjanya, Laporan LHKPN Pimpinan Tinggi, agenda tahunan, 

informasi mengenai barang dan jasa, informasi keuangan, laporan akuntabilitas, laporan BMN, 

Perjanjian Kerja Sama dan MOU serta  realisasi capaian kinerja dan keuangan. 

 

 

 

 



 

Publikasi LHKPN Pimpinan Tinggi 

 

Publikasi Laporan Keuangan 

 

 



 

Laporan Informasi Barang dan Jasa 

 

Publikasi MoU dan PKS 

 

 

 
 



 

Publikasi Agenda Kegiatan Tahun 2025 

 

 
 

 

D.      Peningkatan Kapasitas SDM 

 

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan hal penting dalam 

rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Peningkatan kapasitas SDM ini salah satunya 

melalui Bimbingan Teknis. Suksesnya penyelenggaraan suatu bimbingan teknis tidak terlepas 

dari ketepatan pemilihan materi maupun peserta, sehingga diperlukan perencanaan yang 

matang melalui Analisis Kebutuhan Diklat. Salah satu hasil Analisis Kebutuhan Diklat 

direalisasikan melalui Bimbingan Teknis PPID. Tahun 2025 BKN telah memberikan fasilitas 

bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat 

 

 
 

Diikuti oleh PIS PPID Unit Kerja BKN Pusat dan Kantor Regional 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bimtek PPID pada Rakor Kehumasan 

 

 
 

Mengikuti Pelatihan Pelayanan Informasi Publik sebanyak 31 JP yang diselenggarakan oleh 

Pusdiklat Kemenkominfo di Jakarta Barat 

 

 

 

 

 



 

E.     Monitoring & Evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat 

 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 

di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID 

yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2025. Monev terhadap 

PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni mengumkan informasi wajib berkala, 

menyediakan dokumen informasi, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, dan 

kelembagaan.  

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi 

publik di BKN telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan 

informasi kepada publik. Disamping pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah 

dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. PPID Pelaksana 

BKN turut berpartisipasi mengikuti anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025, 

dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner KIP yang diisi BKN, berikut pelaksanaan 

presentasi oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka berdasarkan hasil monev yang 

berlangsung secara luring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, BKN meraih 

Anugerah sebagai Badan Publik INFORMATIF. Raihan BKN sebagai badan publik Informatif 

ini didukung oleh komitmen Pimpinan BKN dan Tim PPID yang senantiasa melakukan 

pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di BKN. 

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh BKN dalam 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai 

Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan 

Informasi Publik di lingkungan BKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F.      Pendampingan Monitoring & Evaluasi PPID Pelaksana 

  

Pelaksanaan Pendampingan Monev PPID Pelaksana Kantor Regional Jakarta 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Pelaksanaan Pendampingan Monev PPID Pelaksana Kantor Regional Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pelaksanaan Pendampingan Monev PPID Pelaksana Kantor Regional Manado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber: Wakil Ketua  & Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana Kanreg I-XIV secara daring 

 

G.     Penyelesaian Sengketa Informasi 

 

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan 

Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan 

informasi berdasarkan perundang-undangan. 

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan 

pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan- hambatan, Badan Publik tidak 

memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi. 

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan 

kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan 

informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi 

mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab 

terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu : 

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17; 

2. Tidak disediakannya informasi berkala; 

3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

4. Permintaan informasi di- tanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 

5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 



 

6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang- Undang ini. 

 

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah 

oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi; 

2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi 

3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi.  

Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di 

proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir. 

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik 

merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara 

internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum 

memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh 

Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ 

badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi. 

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah 

kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah 

informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara 

Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa 

yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan 

kewajibannya sesuai perintah undang- undang. 

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua ) sengketa informasi publik yang 

diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan Komisi Informasi 

Tahun 2024. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi 

Informasi Pusat yakni terkait kasus PTDH Syamsudin dan kasus Pengadaan Barang dan Jasa. 

Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sidang Penyelesaian sengketa kasus Syamsudin di ruang sidang Komisi Informasi Pusat 

 

Anugerah Kerterbukaan Informasi Publik 

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik adalah apresiasi tahunan dari Komisi 

Informasi (KI) kepada badan publik (Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, Perguruan 

Tinggi) yang dinilai paling baik dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat, dengan 

predikat tertinggi "Informatif" yang menunjukkan komitmen transparansi dan pelayanan 

publik. Penghargaan ini mendorong good governance, membangun kepercayaan publik, dan 

meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan, 

Pada tanggal 15 Desember 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali 

menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Predikat Badan Publik Informatif dalam 

ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi 

Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn, kepada Wakil Kepala BKN, Suharmen.   Dari 

total 387 badan publik peserta Monev 2025, Komisi Informasi Pusat menetapkan 34 badan 

publik berkualifikasi Kurang Informatif. Selain itu, masih ditemukan sejumlah badan publik 

yang tidak kooperatif karena tidak melakukan registrasi atau tidak mengisi Self Assessment 

Questionnaire (SAQ), yang merupakan instrumen utama dalam proses penilaian Monev. 

“Badan publik yang tidak informatif atau tidak berpartisipasi dalam Monev menunjukkan 

lemahnya komitmen pimpinan dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik. 



 

 

BKN memperoleh predikat Informatif dengan Indeks 96.71 yang ditetapkan dalam 

Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang 

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025. Nilai indeks 

2025 naik dari tahun 2024 yakni 94,67.  

 



 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

KESIMPULAN 

 

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan 

untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik BKN telah melakukan kegiatan Monitoring kepada Setiap PPID Pelaksana 

yang di lakukan dengan cara pengisian data Kuisioner. Hasil pengisian Data Kuisioner ini 

menunjukkan hasil positif, yaitu terdapat 11 dari 14 PPID Pelaksana yang telah mengisi 

kuesioner. 

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh implementor dengan 

jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Standar dan sasaran kebijakan 

keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan 

yang mengaturnya serta implementor yang terlibat yaitu PPID BKN sudah mengetahui terkait 

standar dan sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di BKN mengenai kendala yang 

dihadapi instansi dalam membagikan pembagian pengelola PPID, hampir semua instansi 

mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia/ personil yang memadai. 

Dibutuhkan arsiparis untuk mengelola dokumen yang masuk dan keluar. Demikian pula 

dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

PPID Pelaksana. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 

pelayanan informasi. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung telah dilaksanakan pada kantor 

regional Jakarta, Bandung dan Manado. Penilaian kantor regional lainnya dilaksanakan secara 

online oleh tim. Dan untuk kantor regional yang belum melaksanakan kuesioner monitoring 

dan evaluasi, akan disampaikan melalui surat Sekretaris Utama untuk dilakukan pembinaan 

dan pendampingan khusus dalam pengisiannya. 

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing- masing instansi 

serta untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pelaksana, diperlukan 

perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatanyang bertujuan untuk 

memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan 

dimaksud antaralain berbentuk diskusi, baik berupa workshop tentang keterampilan yang 

dibutuhkan oleh para personil PPID Pelaksana. 

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh 

PPID di lingkungan BKN dalam mengimplementasikan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang 



 

Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan 

PPID utama dan Pelaksana. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur pada unit 

kerja BKN Pusat yang akan terlaksana pada tahun 2025
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